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FERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

NOMOR 11 TAHUN 1994

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PEMBANGUNAN
MASYARAKAT DESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

MAGELANG ,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPATA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Menimbang : & be.hwn dalam rangka peningkatan kelan
- ‘caran penyelenggaraan pembangunan ma

syarakat Desa secara berdayaguna -

dan berhasil guna, dan peningkatan

koordinasi dan partisipasi masyara

:: kat dalam ‘pembangunan dipandang per

du untuk'menata kembali organisasi-

a B % 'psmbangunan masyarekat desa di Ksbu

e “paten.. Ddersh Tingkgt II Magelang j

b, bahwa unbuk melaksanakan huruf a di

atag, perlu diadekan peninjauan kem

.bali terhadap Susunan Organisasi -

dan Tata Korja Kantor Pembangunan De

. sa Kabupaten Daerah Tingkat II Mage
lang yang berdasar Keputusan Mente

s Fa Dy Negerd Nomor 135 Tahun 1978

....... 4 tentang Susunan Ovganisasi dan Tata
Kerja Direktorat Pembangunan Desa —

Propinsl dan Kantor Pembangunan Do

pa Kabupeten/Kotamadya, untuk diada
kan penyesualen seperlunya s

Dipindai dengan CamScanner
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bahwa mengingut ketentuan-kotentuan yong

berlaku dari Pemerintah atagen,meks Do

nyesuaian tersebut perlu dituangkan da-
. lam Peraturan Daerah.

Undang=undang Nomor 13 Tchun 1950 Jo Un
dang~undang Nomor 32 Tehun 1950 tentang

Pembéntikan Daersh-dnerah Kabupaten dalam

Iinglungan Propinsi Jawa Tengah j

Undang=-undang Nomor 5 Tehun 1974 tentang

Pokok~pokok Pemerintshan di Daerah (Iem

baran Negara Republik Inddnesia Tahun =

1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran HNegara

Republik Indonesia Nomor 3037) 3

Undang=undang Nomor 5 Tehun 1979 tentang

Pemerintahan Desa ( Iembaran Negara Repu
blik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, Tam

behan Lembaran Negera Republik Indone

sia Nomor 3153 ) 3 .

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tehun 1988

tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Ver

tikal di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3373) 3

Peraturan Pemerintah Nomor:45 Tahun 1992

tentang Penyelenggaraan Otonoml Daersh

dengan titik berat.peda Daerah _ Tingimt
II (Lemberen Negara Republik Indonesia

Tahun 1992 Nomor T7, Tambahan . Lembaran

Negara Republik Indonesin Nomor 3487) 3

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980

tentang Peningkatan dan penyempurnaan =

Lembaga Sosial Desa-menjadi Lembaga Keta

hanan Masyarakat Desa y

Te Keputusanle eeeseese

Dipindai dengan CamScanner
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T thutuenh Prosiden flomor 15 Tahur 1984 ten
- ang, Susunan Oz-ymi gl Departemen soba

gaimana diubah tamkhir dengan Keputusan =

— Presiden Republik Indonesia lNomor 58 Tahun

1993 $

8, Keputusan Menteri DaJ.'an Nogord lNomor 6 Ta
hun 1988 tentang Prosedur penetapan Pro

dukeprodulk Hukum di Iingkungan Departemen~

m . Dalam Negerd ;

9, Keputusan Menteri Dalam Negerd Nomor 92 Ta

“—— hun 1992 tentang Organisasl dan Tata Kerja'
Departemen Dalam Negeri j

A - 10, Keputusan Menteri-Dalam Negeri llomor 80 Ta*
hun 1993 ttg Organisasi & Tate Kerja Han

.$or Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi -,
. Dacreh Tingkat I dan Kantor Pembangunan Ma

syarakat Desa Kobupaten/Kotemadya Daersh

Tingkat II 3

11, Keputusan Menteri Dajam-Negeri Nomor 37 e
hun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerin -

Gk .tah Daerah dan ilayuh 3

12 Inetm\ksi Menterd Dalam Negez-i Nomor 1 Ta
hun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kepu

. ‘fusan Menteri Dala.m Negeri Nomor 80 Tahun
1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kan
$or Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi -

iDaerah Tingkat I dan Kantor Pembangunen Ma

syarakat Dega Kabupaten/Kotamadya Daurah

“ Tingkat II,

pen;qn')it&uatujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Kabu
paten Daerah Tingkat II Magelang.

MEMUTUSKAN

i

Nenetapkan. »

Dipindai dengan CamScanner
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Menetapkan : PERATURAN. DAERAH KABUI‘AT‘EN DAERAH TINGKAT
II MAGELANG TENTANG ORGANISASI DAN = TATA
KERJA KANTDR PEMBANGUNAN. MASYARAKAT DESA

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraburan Daerah ini, yang dinoksud dengsn : O
a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah

Tingkat II ilagelang :

b, Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Ting

kat II Magelanggj

0. Dewan Pervakilan Rakyat Daersh adalsh Dewan Perwalil
an Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat IT Msge

lang $

d. Kabgpaten Daerah Tingkat II adalah Kabupaten Daersh-

Tingkat II Magelang j

e. Kantor Pembangunan Masyavekat Dosa adalah Kantor

pembangunan Masyarakat Dese Kabupaten Daersh.tingkat

II Magelang y

£, Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pembangunan Ma

syarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II lagelang j

g. Desa adalah suatu wilaysh yang ditempati oleh sojun .
‘1gh penduduk sebagal kesatuan masyeralat termasuk-
di dalamnye kesatuan masyerakat hukum yang mempunyai

organisasli Pemerintahan terendah langsung dibawah Ca.

mat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sen

diri dalak ikatan negara kesatuan Republik Indonesiaj

h. Kejurahan adalsh suatu wilayah yang -ditempati seju

mlah penduduk yang mompunyai organisasi pemerintahan

terendah langsung di bawah Camat yang tidak berhak -

menyelenggarakan rumah tangganya sendiri ; :

1, Lembagae .....

Dipindai dengan CamScanner



-5 -

i, ILembaga Ketahanan Masyarekat Desa adalah Lembaga Ke

tahanan Masyarakat yang ada di Desa dan di Kelurah-

an.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGST

Pagal 2

(1) Kantor Pembangunan Masyarekat Desa adalah unsur pe

. laksana Wilayah/Dacrah yang berada di bawah dan -

bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daersh dan~

dibina secara teknis fungsional oleh Gubernur Kepa
la Dacreh Tingkat I Jawa Tengah.

.(,2.), Kantor Pembangunan Masyarakat Desa dipimpin oleh
seorang kepala Kantor.

Y Pasal 3

Kantor Pembangunan Masyarakat Desa mempunyai tugas po

kok melaksanakan pengombangan:dese, Ketahanan Masyara-

kat Desa, Usaha ekonomi Desa, sumber daya desa dan pe

mukiman Desa, serta pendayagunaan teknologi tepat guna.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada

Pasal 3 Peraturan Daersh ini, Kantor Pembangunan Masya

rokat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II lMagelang mempu

nyei fungsi :

a,. Penyusunan rencana pelaksanaan, pelaksanaan program
penyusunan bahan pertimbangan pemberian perijinan,-

dan pembinaan toknis di bidang pembangunan masyara

kat Desa 3

b, Koordinasi pelaksanaan pembangunan masuk Desa dan

pengembangan prakarsa, swadaya gobtong royong masya-

rakat dalum kegiatan pembangunan masyarakat Desaj

.. Penilaian dan penyusunan laporan di bidang pembangu

nan masyarakat Desa y

d. Pelaksanaan urusan kesekretariatan Pembangunan Ma

syarakat Desa.

Dipindai dengan CamScanner
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& BAB III

B ORGANISASI

Bagian Portama

POla dan Susunan Organisasi

Pasal 5

Organisasi Kantor Pembangunan ilagyarakat Desa di

tetapkan Pola Maksimal.

’ Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Kantor Pembangunan Masyerakat

desa terdiri dari :

a.Kepala Kantor j

b.Sub Bagian Tata Uszha ;

c.Seksi Pengembangan Desa j

d.Seksi Ketahanan Masyarakat Desa 3.

esSelsi Usaha Ekonomi Desa. z

f.Seksi Sumber Daya Desa dan Pemulkiman Dese ;

geSeksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna 5

h,Kelompok Jebatan Fung;ionnl. )

(2) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi-seksi sebagaima-

na dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh se
orang kepala yang berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada Kepgln Kantob.

(3)Bagan Organisasi Kantor Pembangunan Masyarakat De
’ sa sebagaimona tercantum dalam, Lanpiran Peratur-

an Daerah ini, a

Bagian Kedua

Kepala Kantor

Pasal 7

Kepala Kentor x;mmimpin pelaksanaan tugas pokok
fungsi sebagaimaha dimeksud Pasal 3 dan 4 Peraturan-

Daerah ini. N

Pasal 8. ....0....

Dipindai dengan CamScanner
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Baglan Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengkoordinasikan

penyusunan rencana dan peraturan perundang-undangan, me

laksanakan 'urusan kesekretariatan yang meliputi kepe

gawaian, mengelola urusan keuangan, urusan rumeh tangga
Q urusan ketatausahaan serta pemantnuan, pengumpulan da,

“P ta dan penyusunan laporan.

Pasal 9 i

Untuk menyelenggarakan tugns psrssbut pada Pasal 8,

Peraturan Daerah ini Sub, Baglan Tu'ce Useha mempunyal =

fungsi :

a. Koordinasi penyusupan -rencana dan program dibidang -
pembangunan masyarakat Desa dan penyusunan laporan;

be Koordinasi dan penyiapan naskah peraturan perundahg—
undangan di bidang pembangunan masyarakat Desa y

ce Pemantauan, penilaian, pengumpulan dan analisa data

tentang hasil pelaksanaan tugas 3

d. Pelaksanaan urusan kepegawaian j

e. Pengelolaan urusan keuangan j

£o Palaksam:nn urusan ' z'unmh ta.nggn 3

“ 8. Melaksanakan urusa.n kotatduauhaan Pembangunan Masys=
rakat Desa.

Pasal 10

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dard :
&, Urusan Perencanaan j

b, Urusan Kepogawaian j

¢, Urusan Keuangan 1

da, lb'uaan Rumah Tangga dan Tata Usaha,

(2) Urusan=urusan sobagaimana dimaksud ayat (1) Pasal
ini, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala -

yang berada dibawah dan bertanggung Jawab Kepada =

Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
L

| Vo b e

Dipindai dengan CamScanner
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Pagal 11

(1) Urusan Perencanaan mempunyaf tugas menyusun rence

nandan program, pengumpulan data, pemantauan,Pele
poran, nerta.menyiapkan nagkah peraturan perundang

unddngan dan. dokumentasl, . |

(2) Urusan Kepegawaian mempunyni tugas melaksanakan =
urusan kspega‘a

(3) Urusan Keuangan mempunyni tugns menyuaun roncana- .
anggaran pembiayaan, pengelolaan keuangan dan mem

berikan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran,

(4) Urusan Tata Usaha dan Rumah Tahgga mempunyal Fu
gas melaksanakan urusan perlengkapan, urusan dz
lam, pemeliharaan barang=barang inventaris dan

urusan perjalanan dinas serta surat menyurat, pe

ngetikan dan penggandaan. - .

Bagian Keempat

Seksi Pengembangan Desa

Pasal y Nt

Seksi Pengembangan Dasa mempunyni tugas melaksanakan

pengembangan Desa yang meliputi pendataan, evaluasi
dan lomba Desa, unit daerah kerja: pembangunan dan ta

ta Desa seeta pengembangan kawasan terpadu.

Pasal 13 : . . ¢

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal
12 Peraturan Daerah ini, Seksi Pengembangan Desa mem

punyai fungsi :

&, Pengumpulan datz; dan analisa.data dan.evaluasi -
progrem~program pembangunan yang masuk Desa j ¥

b, Bimbingan dan penilaian pelaksanaan parlomhmn -
Desa j

¢, Penyusunan; rencana dan program pengembangan.mana. ..
Jemen pembangunan masyarakat: Desa j S £

3k

Dipindai dengan CamScanner
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d.Pemberian petunjuk dan bimbingan telmis penerapan
Pola Teta Desa serta memantau dan mengevaluasi

Tingkat per!_cemhangan Desa j

e Penyusunan l)ahu.n pembihnun- masyarakat dan bimbing
an teknis pelaksanaan program Pengembangan . Kawas

an Terpadu j i

£.Penyusunan bahan pembinaan dan bimbingan telmis-

pengelolaan Pembangunan Desa Terpadus

Pasal 14

(1) Seksi Pengembangan Desa terdiri dari :

a.Sub Seksi Pendataan, Evalpasl dan lomba Desa;

b.Sub SeksiUnit Daersh.Kerja Pembzngunan dan
Tata Desa g P

¢.Sub Sekil Pengembangan Kawasan Terpadu.

(2) Sub Seksi-Sub Seksi ‘sebagaimana dimaksud ay=t

(1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh se

orang kepala yang berada dibawah den bertanggung

jawab kepada Kepala Seksi Pembangunan Desa,

“Pasal 15

(1) Sub Seksi:Pendataan, Evaluasi dan Iomba Desa

mempunyai.tugas melaksanakan pemantauan, menga

nelisas dan mengavaluasl data tingkat perkem -

‘bangaa D,'esa.servta mempersiapkan petunjuk tek
nis dan melakuken bimbingan pelaksanaan perlom

(2) Sub Seksi Unit Daerah kerja Pembangunan dan Ta

ta Desa mempunyei tugas mempersiapken petunjuk-

operasionaldan memberikan bimbingan teknis pe

ngembangan sigtem perencanaan pembangunan Desa

danKecamatan, pembinean potensl sumber daya ma

nusia sérta menyusun petunjuk dan memberikan =

binbingan telmis pola tata desa yang meliputi -

tata ruang Desa dan tata masyarakat Desa.

(3) Sub. ....

Dipindai dengan CamScanner
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(3')_ Sub Seksi Pengembangan Kawasan Terpadu mempunyai tu
gas. melaksanakan studi dan penyusunan program, pembi

naan teknis Desa miskin, perbatasan, torisolir, kri

tie minus, padhb ponduduk,lkunuh, terbelakeng dan ra

wan bencana alam melalul program pengembengan kawa

san terpadu.

ani Bagian Kelima

Seksi Kotahanan Masyarakat Desa

Pasal 16

Seksi ketahanan masyarakat Desa mempunyal tugas melak

sanakan kebijaksanaan di bidang ketchanan masyarakat Dea

sa yang meliputi peningkatan peranan kelembagazsn masyz

rakat Desa, peningkatan ketrampilan dan bimbingan moti

vasi masygrakat dan peningkatan kesejahteraan, '

_ Pasal 17 $

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pesal 16
Peraturan Daerah ini Seksi Ketahanan Masyarakat TDesa

mempunyai fungsi s v

8¢

be

Pengumpulan dan pengolahan data sert;a penyusunan pro
gram peningkatan peranan kelembagaan masyarakat Desa;

Pemberian bimbingan teknis dan motivasi terhadap ke

giatan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa,lembaga swa

daya masyarakat desa lainnya, melakukan upaya- upaya

begi peningkatan kesejahteraan keluarga den mengem —

bangkan perpustakaan Desa j

Pembinaan den peningkatan pengetahuan dan ketrampil-

an pengurus Lembaga Ketahanan Masyavekat Desa, Pembdi
naan Kesejahteraan Keluarge, lembaga swadaya masysrs

kat Desa lainnya dan masyarakat pada unumya, serta
peningkatan perarnan Wanita dan generasi muda.

Pasal 18

(1) Seksi Ketahanan Masyarakeb Desa terdiri dard :

(£ 8. Sube....

Dipindai dengan CamScanner
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ae Sub Seksi Peningkatan Peranan Kolembagaan vam
rakat Desa j:

b, Sub Seksi Peningkatan Ketrampilan dan Bimbing=
an Motivasi Masyarakat j

c. Sub Sekai Pnninglmtnn Kesejahteraan Keluarga.

(2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat 01)
Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh soorang’ ke

pala 3 berada’ dibawah dan bertanggung jawab ke
pala Seksi Ketahanan Masyarakat Desa.

Pasal 19

(1) Sub Seksi Peningkatan Peranan Kelembagaan Masyara=-

kat Desa mempunyai tugas mempersiapkan bahan pembi

naan dan bimbingan terhadap lembaga Ketahanan la

syarekat Desa dalam'rangka keterpaduen, keserasian
dan kebax-hnsflan pembangunan Desa.

(2) Sub Seksi Peningkete.n Ketrampila.n dan Bimbingan Mo
tivasi masyarakat mempunyai tugas mempersiapkan pe

tunjuk dan pelaksanaan usaha peningkatan pengetahu

an dan ketrampilan masyarakat serta melaksanakan -

penyusunan bahan untuk memberikan bimbingan dan mo

tivasi dalam rangka meningkatkan kesadaran dan tang

gung jawab masyax: nkat dalem pembangunan dan pengem

‘bangan Perpustakaan Desa dan pengembangan swadaya
masyara.kat dalam pembangunan,

(3) Sub Seksi Pe ingkatan Kesejahteraan Keluarga mem
punyai tuges; melaksenskan usaha~usaha peningkatan

kesejahteraan ‘keluarga serta peningkatan peranan
wenita dan generasi muda,

Baglan Koenam

Seksl Usaha Ekonomi Desa

i Pagal 20

D mempu tugas melaksanakan

i:l;:: gmm:flim?;ofi gti bantuan pembangunan,
produksi ‘dan per)nraditan, tonage kerja dan sektor 

in
formaai. . i

Dipindai dengan CamScanner



- 12

Papal 21 a .

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 20

Peraturan Daerah ini, Seksi Usaha Ekonomi Desa mempunyai '

fungsi : : z )

a. Ponyusunan program dan bahan petunjuk telmis pelaksa
naan serta.mengevaluasi bantuan pembangunan 3

be Penyusunan pedoman dan petunjuk polaksansan pengem

bangan perkreditan, lumbung Dosa dan Tabungan Masya

N rakat Desa }

@ Penyusunan bahan pembinaan usaha peningkatan produk- .
si Desa, pemasaran dan lapangen kerja j

d. Pemberian bimbingan dalam rangka pengembangan tenaga

kerja pedesaan 3 e

e. Penyusunan program, pedoman dan petunjuk pelaksana~

an pengembangan sektor informal serta peningkatan-

peranan dan fungsi Badan Pembimbing dan pelindung Ko -

perasi Unit Desa dan Koperasi Serba Ussha Kelurah-

an dalam rangka memasyarakatkan dan melindungi . ei

tra perkoperasian. ot -

Pasal 22:

(1) Seksi Ussha Ekonomi Desa. berdiri deri-: il
8,-Sub Seksi Bantuan Pembahgunan: j-

b, Sub Beksi Perkreditan dan: Produksi j .
c. Sub Seksi Tenaga Kerja dan Sektor informat.

(2) Sub Soksi - Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) .
Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang kepa

12 yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepale Seksi Usaha Ekonomi Desa. &

!5— Pasal 23 |
(1) Sub:Sekoi Bantyah Pénbanghnai mon ¢punyai:tugas mela

kukan pembinaan, men, 3 V iSlkad | mompors:.; my;aun petl;:g& telmis pelaksana

PN — pusal \:/.zeluuafi'“&‘:.‘:’"fl’“m- -

MI\.\:N\!MEN ASH AN mmwb%
KEPUPATEN DATI 1P MAS

Dipindai dengan CamScanner
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(2) Sub Seksi Perkreditan dan Produksi mempunyal tu
.gas melakukan pembinaan dalam rangka menumbuhkan
dan mengembangkan usaha ckonomi Desa, perlreditan

termasuk industri rumah tanggal lumbung Dese dan

tabungan masyarakat Desa.

(3) Sub Seksi Tenaga Kerja dan Sektor informal mempu

nyal tuges melakukan pembinaan teknis dan. membe
rikan bimbingan pengembangan tenaga kerja serta

melaksanakan dan menyusun bahan bimbingan dalam

rangka menumbuhkan kewiraswastaan untuk mencipte
kan pengembangan kualitas.dan kuantitas sektor -

informal dalam memanfaatkan sumber days manusia

dan sumber daya alam,

Bagian Ketujuh

Seksi Sumber Deya Desa dan Pemukiman Desa

s Pasal 24

Seksi Sumber Daya Desa dan Pemukiman Desa mempunyai-
tugas melaksanakan usaha sumber daya Desa dan pemu

mukiman Desa yang meliputi perumahan dan linglungan

Desa, prasarana dan sarana Desa serta penataan. pemu

kiman Desa.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 24
Peraturan Daerah ini, Sumber Daye Desa dan Pemukiman

Desa mempunyai fungsi :

as Melaksanakan pembinaan dan bimbingan masyarakat =

Desa dalam rangka pemanfaatan dan pelestarian sum

‘ber daya Desa y %

p. Menyusun petunjuk-operasional dalam rangka pengem
bangan kerja sama rehabilitasi sumber daya Desaj

ce Menyusun program dalam rangka pembinaan dan pening

katan mutu perumahan j

d, Melaksanakan pengolahan data dan menyusun px“opan
pengembangan prasarana Desa j

Dipindai dengan CamScanner
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es Mo];éksannkun pengumpulan dan analisa data dalam rang
ka penyusunan program pengembangan pemukiman dan -

. lingkungan yang sehat dan serasi. )

i Pasal 26

(1) Seksi Sumber daya Desa dan pemukiman Desa terdiri

Jdari :

a,Sub Seksi Perumahan drn Lingkungan Desa 3

b.Sub Seksi Prasarana dan sarana Desa j .
c,Sub Seksi Penataan Pemukiman Desa.

(2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1)

Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang kepa

layg berada dibawah dan bertanggung jawsb kepade

- Kepala Seksi Sumber Daya Desa dan Pemukiman Desa.

Pasal 27

(1) Sub Seksi Perumshan dan ILingkungan Dese mempunyai -

tugas melakukan identifikasi lokasi, menyusun peren

oanaan, memberikan petunjuk teknis pelaksanaan, eva

, luasi dan laporan.

(2) Sub: Seksi Prasarana dan Sarana Desa mempunyai tugas

menyusun petunjuk teknis, dan bimbingan pengembang
.an prasarana dan sarana.

Sub Seksi Penataann Pemukiman Desa menpunyai tugas)
’ meleksanakan pengolahan date dan menyusun program = .

penataan pemukiman serta menyusun petunjuk teknis .

pemanfaatan dan pelesterian Sumber daya alam.

Bagian Kedelapan

Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat @una

Pasal 28

Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna mempunyai tu

gas melaksanakan pembinaan pendayagunaan teknologi pede

saan yang meliputi pemanfaatan teknologl topat guna,pe

masyarakatan teknologi tepat guna dan kerjasame dengan

sektor informal,

Dipindai dengan CamScanner
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Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal

28 Peraturan Deerah ini, seksi Pendayagunaan Tqknolo

gl Tépat Guna mempunyal fungol 1

a.Melakukan' pongembangan teknologl tepat guna dan pe
masyarakatannya j

3

b.Mengadakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pro

gram pendaysgunnan teknologi tepat guna j

oo Memberikan petunjuk dan bimbingan pemasyarakatan -

pemanfaatan teknologi tepat- guna j

_deMemberikan bimbingan teknis dalam rangka pelaksana
an program kerjasema pendayagunasn studi dan peng

kajlan teknologi tepat guna.

Pasal 30

h’)‘ Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna terdiri
dari .z

“a.,Sub Seksi-Kerjasama Teknologi Tepat Guna j

b.Sub Seksi Pemanfastan Teknologi Tepat Guna 3

c.Sub Seksi Pemasyarakatan Telmologi Tepat Guna.

(2) Sub. Seksi-Sub Seksi sebagaimena dimaksud ayat(1)
Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang =

kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Seksi Pendayagunaan Teknologi te

pat Gunas.. A

Pasal 31

(1) Sub Seksi Korjmsama Teknologi Tepat Guna mempu-

nyal tugas melaksanakan kerjasama sektor terkait

lombage~-lembage penelitian, lembege swadaya K na

. syarakat dan lembaga-lembaga lain serta pembina-

an dalam pengembangan pemasyarakatan dan pemanfa

atan telmoladgl tepat guna. .

(2) Sub Seksis..

Dipindai dengan CamScanner
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(2) Sub Seksi Pemanfaatan Tekndlogi Tepat Guna mempunyai
tugas-menyusun potunjuk toknls porbinaan berbagai -

__useha dalan pemgombangan toknologd topat guha.

(3) Sub Seksi Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna mempus

nyal tugas menyusun petunjuk dan bimbingan teknis pe

masyarakatan teknologi tepat guna melakui IKID,organ
isasi wanita, organisasl pemuda dan lembaga masye:m—

kat lainnya.
6

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

. Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksa-

nakan sebagian tugas Kantor Pembangunan Masyarakai Desa

sesual dengan Keahlien, *

Pasal 33

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dimeksud pada Pasal 32 -
Peraturan Daerah ini, dari sejumleh tenaga dalam ja

batan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelom -

pok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok tersebut pada Ayat (l) Pasal ini, di
pimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior yang di

tunjuk diantara tenaga fingsional yang ada @i ling .

kungan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten=

Dati II oleh Bupati Kepala Daerah dan bertanggungja

wab kepade Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa.

(3) Jumleh jabatan fungsional tersebut ayat (1) Pasal | =
ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban ker

Jn.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungaional tersebut ayat
(1) Pasal ini, diatur sesual dengan poraturan perun

deng=-undangan yang berlaku.

BAB IIT. »...

8
Dipindai dengan CamScanner
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4 ... BAB III

'T...“ATA KERJA

Pasal 34

Dalam melgkadnakan tugasnys, Kepala Kantor Pem
bangunan, Masyarakat Desa:Kabupaton Dacreh Tingket
II Magelang, Kopala Sub Bagian Tate Usaha, Kepala -

Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Scksi wajib me

nerapkan pringip koordinasi,integrasl den sinkroni-

sasi secara vertikal dan horisontel baik dalem ling

Xungan masing-masing maupun antara satuan organisa-

si dalam lingkungan Pemerinteh di Daerah Tingkat II

Kabupaten ‘Magelang -serta instansi lain sesuai dengan

tugas pokokmya masing=masing.

Pasal 35

(1) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalem lingku
ngan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupa

ten Daerah Tingkat II Magelang, mengkoordinasi-
kan Bawabannya masing-masing dan memberiken bim

birgan sexta petunjuk bagi pelaksanaan tugas ba

wahage Ui

(2-5 Sef%fi pimpinan” satuan organisasi wajib mengilu
41 dan mentaati petunjuk-petunjuk dan bertang =

gung jav@b kepada atasan masing-masing dan me
nyampaikan lapoban barkala tepat waktunya.

(3) Iepdran penyelenggaraan tigas kantor Pembangun-

an Masyarakat Desa pada masing-masing tingkatan

pemerintahan,disampaikan kepada pejabat yang se

tingkat lobih tinggl secara borkala dan terat

waktu serta dikoordinasikan oleh pejabat yang

bertenggung jawab di bidang kesekretariatan.

(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satu

an organigasi dari bawahan, wajid diolah dan di

pergunakan sebagal bahan penyusunan laporan 1e

bih lenjut dan untuk memberikan petunjuk -petun

juk kepada bawahan.

Dipindai dengan CamScanner
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Pasal 36

Para Kepai{n Seksi pada Kantor Pembangunan Masyarakat De
sa menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor dan kepala
Sub Bagian tata Usaha menyusun laporan Verkala kepada

Kantor;dan selanjutnya Kepala Kantor menyampaikan lapor

an berkala kepada Bupati Kepala Daerah dan Gubernur Ke

pala Daerah Tingkat I Jawa Tengah oq. Kepala Kantor Pem

‘bangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Tengah.

Pasal 37 6

Kepala Kantor atas nama Bupati Kepala Daerah memberikan

pembinaan langsung kepada Camat di bidang perencanaan,

pelaksanaan, monitoéring dan evaluasi pembangunan masya

rakat Desa di Kecamaten.

< Bm‘ e T - =

PENGANGKATAN DAN PEMPEFHENTIA!I

s Pasal 38 £

.(l) Kepala Ké,ntfir diangkat dan diberhentikan oleh Guber
nur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah atas = usul
Kepala Kantor Pembangurian Masyarakat Desa Propinsi-

Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan saran pertimbangan -

dari Bupati Kepala Daerah. .- 2

(2) Pejebat - pejabat lainnya di lingkungen Kantor “ Pem
bengunan Masyarakat Desa diangkat dan diberhentikan .

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ber -

laku,

Pasal 39

Jenjeng Jabatan dan Kapangkaian serta Susunan Kepe
gawaian diatur sesual dengan peraturan perundang-undang
an yang berlaku, ’

BAB VI

PEMBIAYAAN

Dipindai dengan CamScanner
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Papal 40

Sogala biays yang diperlukan untuk pelaksansan '
tugas Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten
Dacrah Tingkat II Magelang dibebankan pada Anggar '
an Pendapatan dan Belanja Daoersh Tingkat II Kabupa
ten Magelang, Anggaran Pendapatan den Belanja Dae
rah Tingkat I Jawa Ten gah serta Anggaran Pendapa~
tan dan Belanja Nogara.

e g

Pasal 41 # 33116

Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pa

da Pasal 40 Peraturan Daerah ini, kepada Kantor -

- Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Ting
kat II Magelang dapat diberikan bantuan sesuai Pe
raturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 42

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerzh ini, maka-

Susunan Organisasi dan Tate Kerja Kantor Temba

ngunan Desa yang berdesar pada Keputusan Mente

ri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 1978 dan keten

tuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan

Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku

lagi.

(2) Hal - hel yang bolun diatur dalam Peraturan
Daerah ini akan diatur oleh Bupati Kepala

Dacreh sepanjang mengenal pelaksanaannya.

Pasal 43¢ ....

Dipindai dengan CamScanner
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Pasal 43

Peraturan Daersh. ini mulai borlaku pada tanggal

diundangkan, - " 5

Ager supaya setiap orang dapat mengetahuinya,’me

merintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatan dalam Lembaran Daersh Kabupaten Daerah .— .

Tingkat II lagelang.

DDi tetapkan di ‘Kota Mungkid

. ;. -pada tanggal 5 Desember 1994.

““ “BUPATI KEPATA DAERAH TINGKAT IID.R.R.D._ -
KABUPATEN DATI II MAGEIANG MAGELATNG

KETUA . .

ttad tid

ME KACRD T m
SUGIHARDUJO

Dipindai dengan CamScanner
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DIGAHKAN

Kebupaten Daerah. Tingkat II Nagelang

Nomor 7 Tahun .1995-5. Tanggal 25 Juni 1995

Senie D' 5 Nomor 6

E;alq-_s?ar:,ll'g Wilayah/Daerah

s1 ppa, mauk susTIO
B

NIP, 010 057 057

Dipindai dengan CamScanner
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PENJELASAN

BERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 21 TAHUN 1994

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

KANTOR PEMBAN GUNAN MASYARAKAT. DESA

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGEIANG

L PENJELASAN UMUM : .

Peraturan Daerah ini merupakan landasan kerja ba

gi Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Dae

rah Tingkat II Magelang semula diatur berdasarkan Ke
putusan Menterd Dalam NNegeri Nomor 135 Tahun 1978

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Direkto -

rat Pembangunan Desa Propinsi dan Kantor Pembangunan

Desa Kabupaten / Kotamadya.

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tehun 1993, maka organisasi dan Tata Kerja

mengalami perubshan - perubahan sebagai berikut :

1, Sebutan Kantor Pembangunan Desa berubesh menjadi -

Kantor Pembangunan Masyarakat Desa,

2, Sebutan Kepala 'Kantor Pembangunan Dosa menjgdi Ke
p_ala Kant_axj Pembangunan Masyarakat Desa.,

3. Jumlah seksi semula ada: 4 Seksi, bertambeh 1 sek

si menjadi 5 seksi yaitu : .

e.Seksi Pengembangan Desa §
beSeksi Ketahanan Masyarakat Desa 3

c.Seksi Useha Ekonomi Desa y

d.Seksi Sumber Daya Dosa dan pemukiman Desa $

e,.Seksi Pendayagunaan Telknologl Tepat Guna.

4, Jumleh Urusan pada Sub Bagian Tata Usaha semula=
ada 2 Urusan, kemudhn.bbg;-?ambah 2 Urusan menja

di 4 Urusan, yaitu : T

a, Urusan Perencanaan j

b, Urusan Kepegawaian j o, Urusanseses

Dipindai dengan CamScanner
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e Urusan Keuangan y

d. Urusan Tata Usaha den Rumah Tangga.

5. Jumlah Sub Soksi semula ada 8 Sub Sckol, bertenbah

7 Sub Seksi, menjadi 15 Sub Hekol.

6. Adanya Kelompok Jabatan Pungsional di dalem struk
tur organisasl yang baru, yang semula tidak sda,

Hal ini merupakan salah satu oirl khusus susunan «

organisasi / struktur yang baru.

. Akibat adanya perubahan tersebut pada angka 1

sampai dengan 6, akan berakibat pula dalem perubshan
/penyempurnaan struktur organisasi dan tate kerja sem

pai kepada tindakan administrasi surat menywret ( kop

stempel, dsb ). * g
Dengan semakin luas dan berkembangnye pelaksansan $u
gas penyelenggaraan pemerintehan, pembangunen, pembi

naan masyarakat, pembinaan administrasi, orgenisasi -
dan tata laksana serta peningkatan di.dalam pelayanan
kepada seluruh instansi dan masyarakat, Maka Kantor
Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daereh Tingkat

II Magelang dibentuk untuk-dapat melaksanalkan fugas

tersebut secara optimal, khususnya di dalem pelakse

nean pembangunan masyarakat Desa.

Dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelengge

raan pembangunan masyarakat Desa secara berdaya guna

aen berhesil guna serta peningkatan koordinasi dan

pertisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka dipan-

deng perlu diadakan porubahan dan atau penyempurnaan

penyempurnsan terhadap Keputusan Menterd Dalam Nege

ri Nomor 135 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi -
dan Tate Kerja Direcktorat Pombangunan Desa Propinsi -

dan Kantor Pembangunan Dega Kabupaten / Kotamadya dan
menyusun kembali Peraturan Daerah sebagal dasar hu

Jum, pembentukan organisasi dan Tata Kerja Kantor Pom

bangunan Masyarakat Desa Kebupaten Daerah Tingkat II

Magelang dengan berpedoman pada 1

Koputusan.......

Dipindai dengan CamScanner
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i K‘e;_mtusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993

~tentang Orgenisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangun

an Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan =

Kantor Pembangunan Masyarakat desa Kabupaten/Kota
madya Daerah Tingkat II.

. Dongan demikian maka sotelah ditetapkannya Pe

raturan Daerah ini, maka susunan Organisasi dan Ta

ta Kerja Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerch-

Tingkat II Magelang yang berdasar. pada Keputusan -

Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 1978 sudah 1

dak berlaku lagi, .. °

II. PENJEIASAN PASAL DEMI PASAL .

Fasal 2 : — Kantor Pembangunan Masyerakat De

sa Kabupaten Daerah Tingkat II

adalah unsur Pelaksana Wilayah /

Daerah yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati-

Kepala Daerah dan secara teknis

fungsional dibina oleh Gubernur-

Kepala Daerah Tingkat I,

Sehingge ‘dengan ‘demikian Kantor-

Pembangunan Masyerakat Desa Kabu

paten Daersh Tingkat II secara

taktis operasional berada di ba

weh dan bertanggung jawab kepada

Bupati Kepala Dacrah Tingkat II

i dan secara teknis administrasi -

o an dibawah Gubernur Kepela “Daerah
Tingkat I.

- Kantor Pembangunan Masyarakat De

sa Kabupaten Daerah Tingkat II -

dipimpin oleh seorang kepala,yang

kemudian disebut Kepala Kantor

Penbangunan Masyarakat Desa.

Dipindai dengan CamScanner
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Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 1 Kantor Pembangunan Masyarakat. Desa’
3 mempunyai fungsl perencana,pelaksa-

na, penyusunan bahan pertimbangan =

pimpinan, pembinaan teknis dan-admi

nistrasl serta koordinasi-dalem pe

laksanaan dan kegiatan pembangunan-

masyarakat Desa. .

Pasal 5 : Susunan Organisasi Kantor Pembangun
an Masyarakat Desa Kabupaten Deerzh

Tingkat II Magelang adalah menganut

Pola Maksimal, berdasarkan kriteria

yang tercantum dalam Lompiran IV Ke
phtusan Mendagri No 80 Tahun 1993.

Pasal 6 s/d 7 : Culup jelas,

Pasel 8 " 3 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tu
gas mengkoordinasikan penyusunan -

mengkoordinasikan penyusunan rencana

dan Peraturan perundang-undangan =~

Ao serta melaksanakan urusan kesekreta

ristannya yang meliputi urusan kepe

gewaian, mengelola urusan keuangan

urusan Rumah tangga, izusen kotata-

usahaan , pemantauan dan pengumpulan
Data serta menyusun lnpurm.

Pasal 9 s/d 11 : Cukup jelas.

Pagel 12 : Seksi Pengembangan Desa juga berke=-
wajiban mengadakan penelitian dan -

memberikan petunjuk serta pengarahan
terhadap laporan-laporan dari Camat
dalam menginventarisir perkembangan

Desa serta penyusunan dan penetapan

kecamatan~kecamatan UDKP dan: pro. .

gram penyelenggaraan Lokakarya UDKP.

Pasal 12 5/4 14...

Dipindai dengan CamScanner
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Pasal 13 S/d 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 1 Seksi Ketahunan Hasyura.\cat Desc. juga ber
g —kequ:Lbun menquaknn penelitian, memberi-

‘lmn petunjuk serta pengarahan terhadap la
poran, dari Camat dalam menginyentarisir -
data usaha. gotong royong masyarakat Desa,
kelembagaan Desa dan usaha peningkatan ke

“trampilan serta penyuluhan dalam usaha pe

ningkatan Swadaya masyarakat dan kemampu

an lembaga-lembaga dosa. : i

Pasal 17 s/d 19 : Bukup jelas.

Pasal 20 : Seksi Usaha Ekonomi Desa juga berkewajib-

an menyusun dan menginventarisir permodal

an Desa dan penyelenggaraan bimbingen da

lam menumbuhkan permodalan Dege dan lembe

ge perkreditan Desa serta ubsha peningkat
an ketrampilan berbagai latihan ketrampil

- an.

Pasal 21 s/d 23 : Cukup ;]el?s.

Pasal 24 : Scksi Sumber Daja Dosa dan Pemukiman Desa
juga berkewajiban terhadap laporan Camat

mengenai pembangunan:dan pemeliharaan pra

sarana.dan sarana Desa :serta menyusun dan

menginventarisir data perumshan dan ling

kungen dalam usa.ha pemugaran dan penataan
pemukiman, ' .

Pasal 25 §/d 27 : Cukup Jelas,... c

Pasal 28 i Telknologi tepgt' guna. adalah tehnologi yang
3E .menggunakan: bahan setempat tidak berten -

. tangan dengan adat iztiadat. sosial buda

2 el Fermasuk:Azoma,

Pasai’295/d31' 2 Cukup..3

¢

" Pasal 32, ..

Dipindai dengan CamScanner
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Pasal 31 : Kelompok jabatan fungsional terdiri dari

sejumlah tenaga shll yang secara operasi

onal bertugas menangani kegiatan~kegiatan

tertentu sesual dengan bidang keshlian -

uya pada unit - unit korja tertentu =

yang dalem polaksanaannya tidak bertang-

gung jawab poda Pimpinan unit kerje yang
bersangkutan tetapi bertanggung jaweb ke

pada Kepala Kantop Pembangunan Masyera -

kat Desa.

pasal 33 : Pimpinan tenaga fungsional ditunjuk oleh
Bupati Kepala Daersh dari tenaga fungsl
onal yang ada di llngkungen Kantor Pemba

ngunan Masyarakat Desa Kabupaten Deerzh
Tingkat II Magelang dan bertanggungjawsb

kepade Kepala Kantor Pembangunan Yasyera
kat Desa yang bersangkutan,

Pasel 34 Q/a 43 : Cukup jelas.

al J) aa
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